
 

 
 

BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 51 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  MAGELANG, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2015; 
 

Mengingat : 1.   Pasal 18  ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 



 

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 5049); 

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195); 

 



 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5272); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 
Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2010 Nomor 13); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 
Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6); 

 



 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012        
Nomor 10); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 
Muntilan  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan 
Pasar Muntilan  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 11); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan 
Usaha Milik Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2013 Nomor 4); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 10); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013        
Nomor 12); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 
Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 
Nomor 14); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2015 Nomor 10); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG  TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 
2015 terdiri atas: 
 
 



 

 
a. pendapatan                        

1. pendapatan asli daerah   Rp.   200.653.762.682,00 
2. dana perimbangan    Rp.1.076.700.579.976,00 
3. lain-lain pendapatan yang sah  Rp.   509.055.023.233,00 

     Jumlah Pendapatan Rp.1.786.409.365.891,00       

b. belanja 
1. belanja tidak langsung 

a) belanja pegawai    Rp.1.130.813.063.527,00 
b) belanja hibah    Rp.     23.716.958.000,00 
c) belanja bantuan sosial   Rp.     10.796.195.000,00 
d) belanja bagi hasil   Rp.     10.404.182.170,00 
e) belanja bantuan keuangan  Rp.   156.067.681.231,00 
f) belanja tidak terduga   Rp.     25.218.693.070,00 

    Rp.1.357.016.772.998,00 
2. belanja langsung 

a) belanja pegawai    Rp.      57.248.484.667,00 
b) belanja barang dan jasa  Rp.    304.127.338.783,00 
c) belanja modal    Rp.    272.701.298.597,00  

   Rp     634.077.122.047,00 
 
      Jumlah Belanja  Rp.   1.991.093.895.045,00 
         Defisit                                                                (Rp.     204.684.529.154,00) 
 
c. pembiayaan 

1. penerimaan       Rp.    246.462.896.179,00 
2. pengeluaran     Rp.      41.778.367.025,00  
 
     Pembiayaan Netto        Rp.       204.684.529.154,00 
 

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan   Rp.                           0,00 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
 

Pasal 6 
 



 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di  Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Desember 2014 
 
BUPATI  MAGELANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Desember 2014 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT, 

 
ttd 

 
AGUNG TRIJAYA 

 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 51 

 
 
 
 


